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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tugas pokok 

dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara 

sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. Fokus penelitian 

mencakup empat indikator utama, yaitu pelaksana kebijakan, sumber daya 

kebijakan, struktur dan mekanisme organisasi, serta lingkungan kebijakan. 

Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan 

kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait koordinasi pelaksana, 

keterjangkauan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga 

berencana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 

narasumber yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi 

dipengaruhi oleh pelaksana, sumber daya, struktur organisasi, dan lingkungan 

kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah 

berjalan cukup baik. Aparatur pelaksana memahami tugas sesuai pembagian kerja 

organisasi dan menjalankan program berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sarana 

pelayanan dasar serta alat kontrasepsi tersedia, meskipun fasilitas operasional 

masih terbatas pada kondisi tertentu. Koordinasi antarbidang, puskesmas, dan 

pemerintah desa berlangsung rutin melalui pelaporan berbasis aplikasi New SIGA. 

Dukungan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana. 

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, 

kecukupan sumber daya, kejelasan mekanisme organisasi, dan dukungan 

lingkungan sosial. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keluarga Berencana, Pelayanan Publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinamika kependudukan merupakan persoalan strategis dalam 

pembangunan daerah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di 

Kabupaten Batu Bara, persoalan ini masih menjadi tantangan, ditandai dengan 

meningkatnya jumlah pasangan usia subur, variasi partisipasi masyarakat dalam 

program keluarga berencana, serta ketimpangan akses pelayanan kesehatan 

reproduksi antar wilayah. 

Kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara bertujuan menjamin terlaksananya 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, 

dan evaluasi program keluarga berencana secara efektif. Melalui pelaksanaan tugas 

tersebut diharapkan program keluarga berencana dapat berjalan optimal, 

berkelanjutan, serta menjangkau masyarakat secara merata hingga tingkat desa. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan 

kebijakan dan kondisi di lapangan. Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, 

keterbatasan jangkauan pelayanan, serta belum optimalnya keberlanjutan peserta 

keluarga berencana menunjukkan bahwa persoalan keluarga berencana tidak hanya 
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berkaitan dengan aspek teknis kesehatan, tetapi juga dengan tata kelola 

pemerintahan dan efektivitas implementasi kebijakan publik. 

Bidang Keluarga Berencana sebagai organisasi perangkat daerah memiliki 

peran strategis dalam pengendalian penduduk. Dalam praktiknya, pelaksanaan 

tugas dan fungsi sering dipengaruhi oleh pola kerja yang telah terbentuk, sehingga 

pemahaman aparatur terhadap ketentuan normatif belum sepenuhnya diterapkan 

secara seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam 

implementasi kebijakan meskipun telah didukung regulasi formal mengenai tugas 

dan fungsi organisasi. 

Pelaksanaan program keluarga berencana di tingkat desa sangat bergantung 

pada peran puskesmas dan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan. Oleh 

karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan di tingkat kabupaten, 

tetapi juga oleh efektivitas koordinasi lintas level pemerintahan. Selain itu, 

keterbatasan sumber daya organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia, beban 

kerja, maupun dukungan administratif, turut memengaruhi pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi bidang keluarga berencana. 

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, pemantauan dan evaluasi 

merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program keluarga 

berencana cenderung lebih berfokus pada aspek pelaporan administratif, sementara 

evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum dilakukan 

secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan umpan balik kebijakan yang 



3 
 

 
 

diperoleh belum sepenuhnya mampu menggambarkan permasalahan implementasi 

yang terjadi di tingkat organisasi maupun unit pelaksananya. Secara regulatif, 

pelaksanaan tugas dan fungsi bidang keluarga berencana telah diatur dalam 

peraturan Bupati Batu Bara nomor 22 tahun 2023 pasal 3. Namun, keberadaan 

regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi 

kebijakan, karena dipengaruhi oleh pemahaman aparatur, kapasitas organisasi, 

koordinasi lintas level, serta sistem pemantauan dan evaluasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat indikasi kesenjangan antara 

ketentuan regulatif dengan praktik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang 

keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut, faktor-

faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan 

program keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan tentang tugas pokok 

dan fungsi bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi 

kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3, dengan menelaah bagaimana proses 
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pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh aparatur pelaksana di tingkat 

organisasi maupun di lapangan. Analisis dilakukan melalui pengkajian terhadap 

aspek pelaksana kebijakan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, struktur 

serta mekanisme koordinasi organisasi, dan pengaruh lingkungan kebijakan dalam 

mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan yang 

muncul dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk efektivitas koordinasi antarunit 

kerja, keterlibatan pemerintah desa, peran tenaga lapangan keluarga berencana, 

serta respons masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tingkat efektivitas implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a). Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian administrasi publik/ilmu pemerintahan, khususnya terkait 

implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b). Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 

pemerintah daerah kabupaten batu bara sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan terkait tugas pokok dan 

fungsi bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. 

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Batu 

Bara sebagai bahan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

bidang Keluarga Berencana, khususnya dalam aspek koordinasi, pemantauan, dan 

evaluasi program keluarga berencana. Bagi aparatur pelaksana di tingkat desa, 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam meningkatkan pemahaman 

serta pelaksanaan kebijakan keluarga berencana secara lebih terkoordinasi dan 

berkelanjutan. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi dan bahan pembanding dalam mengkaji implementasi 

kebijakan publik di bidang kependudukan dan keluarga berencana. 

I.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran 

secara sistematis mengenai isi penelitian, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal 

penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi 

konsep administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta tugas 

pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

serta uji keabsahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan (tingkat 

desa dan organisasi pelaksana) serta pembahasan hasil penelitian dengan 

mengaitkannya pada teori dan kerangka pemikiran yang telah disusun. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah 

serta saran yang bersifat akademis dan praktis sebagai rekomendasi perbaikan 

implementasi kebijakan. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Implementasi  

 Dalam kajian administrasi publik dan manajemen pemerintahan, 

implementasi dipandang sebagai tahap penting yang menentukan keberhasilan 

suatu rencana atau keputusan. Para ahli Indonesia memberikan penekanan yang 

beragam terhadap konsep implementasi, namun pada dasarnya sepakat bahwa 

implementasi berkaitan dengan proses pelaksanaan oleh aktor dan organisasi 

pelaksana. Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu rencana 

atau keputusan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi pelaksana 

melalui pemanfaatan sumber daya, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi 

dan pengawasan yang berkelanjutan. Implementasi merupakan proses yang 

kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, aktor pelaksana, serta 

lingkungan tempat pelaksanaan berlangsung. Dengan demikian, implementasi tidak 

hanya menekankan pada terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga pada bagaimana 

proses pelaksanaan tersebut dijalankan secara efektif agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris to 

implement yang berarti melaksanakan, menerapkan, atau menjalankan sesuatu yang 

telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Implementasi diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, keputusan, atau kesepakatan. Dengan 
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demikian, secara etimologis implementasi mengandung makna sebagai suatu 

tindakan nyata untuk merealisasikan sesuatu yang bersifat konseptual ke dalam 

bentuk kegiatan atau perbuatan yang konkret. Pengertian etimologis tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, 

melainkan menekankan pada proses pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik. 

. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi diartikan sebagai upaya 

menjalankan keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan. Ansell, C., & Torfing, 

(2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berarti pelaksanaan 

instruksi formal, tetapi juga mencakup proses interpretasi, penyesuaian, dan 

penerjemahan kebijakan ke dalam konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi bersifat dinamis dan tidak selalu identik dengan kepatuhan 

administratif semata. Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dipahami 

sebagai jembatan antara norma kebijakan dan realitas sosial. Kebijakan yang 

bersifat umum dan abstrak harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui 

mekanisme administratif, prosedur kerja, dan interaksi langsung dengan 

masyarakat. 

Dalam kajian administrasi publik, implementasi tidak hanya dipahami 

sebagai pelaksanaan kegiatan secara teknis, tetapi juga sebagai proses yang 

melibatkan pemahaman pelaksana, sikap, komitmen, serta pola interaksi antar aktor 

dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk menganalisis implementasi secara 

komprehensif, diperlukan kategorisasi yang mampu menggambarkan berbagai 

dimensi pelaksanaan di tingkat organisasi dan pelaksana lapangan. 



9 
 

 
 

Berdasarkan konsep implementasi menurut para ahli implementasi 

dipengaruhi oleh faktor pemahaman aparatur terhadap tugas, inisiatif pelaksanaan, 

konsistensi pelaksanaan, sikap dan komitmen pelaksana, serta kerja sama dan 

koordinasi antar unit kerja. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan 

beberapa kategorisasi implementasi yang dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.1 Pemahaman Tugas dan Fungsi 

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi merupakan prasyarat utama dalam 

pelaksanaan implementasi. Rianto Nugroho (2018) menekankan bahwa 

implementasi hanya dapat berjalan efektif apabila pelaksana memahami secara utuh 

peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Pemahaman tugas dan fungsi akan 

memengaruhi cara aparatur menerjemahkan rencana atau keputusan ke dalam 

tindakan nyata. Dalam konteks organisasi pemerintahan, pemahaman aparatur 

terhadap tugas dan fungsi juga menentukan konsistensi dan kualitas pelaksanaan 

kegiatan. Ketidakjelasan atau perbedaan pemahaman berpotensi menimbulkan 

variasi pelaksanaan serta tumpang tindih kewenangan antar unit kerja. 

2.1.2 Inisiatif Pelaksanaan Program 

Inisiatif pelaksanaan program mencerminkan kemampuan dan kemauan 

pelaksana untuk bertindak aktif dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya bersifat 

menunggu instruksi. Menurut Agustino (2017), implementasi tidak akan berjalan 

optimal apabila aparatur hanya berorientasi pada rutinitas administratif tanpa 

adanya inisiatif untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lapangan. 

Inisiatif pelaksana juga menunjukkan tingkat adaptasi organisasi terhadap dinamika 
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lingkungan. Aparatur yang memiliki inisiatif akan lebih responsif dalam mengatasi 

kendala dan mengembangkan strategi pelaksanaan agar tujuan yang ditetapkan 

dapat tercapai. 

2.1.3 Konsistensi Kehadiran dan Keterlibatan 

Konsistensi kehadiran dan keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan 

kegiatan merupakan indikator penting dari keberlanjutan implementasi. Solichin 

Abdul Wahab (2016) menyatakan bahwa implementasi memerlukan keterlibatan 

pelaksana secara berkesinambungan, bukan hanya pada tahap awal kegiatan. 

Ketidakkonsistenan kehadiran dan keterlibatan aparatur dapat menghambat alur 

pelaksanaan serta melemahkan koordinasi antar aktor. Oleh karena itu, konsistensi 

menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan proses implementasi di 

tingkat organisasi maupun lapangan. 

2.1.4 Sikap dan Komitmen 

Sikap dan komitmen pelaksana merupakan faktor internal yang sangat 

memengaruhi implementasi. Tachjan (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan 

implementasi sangat ditentukan oleh sikap pelaksana terhadap tugas yang 

diembannya, termasuk tingkat kesediaan dan tanggung jawab dalam menjalankan 

peran organisasi. Komitmen aparatur tercermin dari kesungguhan dalam 

melaksanakan tugas, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kesediaan untuk 

berkoordinasi dengan pihak lain. Sikap dan komitmen yang rendah berpotensi 

menyebabkan implementasi berjalan secara formalitas tanpa menghasilkan capaian 

yang optimal. 
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2.1.5 Kerja Sama dan Koordinasi 

Kerja sama dan koordinasi merupakan aspek penting dalam implementasi 

yang melibatkan lebih dari satu unit kerja atau aktor pelaksana. Widodo (2018) 

menekankan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antar aktor, sehingga 

keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan kerja 

sama. Koordinasi yang baik memungkinkan penyelarasan tugas, pembagian peran 

yang jelas, serta pengurangan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, lemahnya 

koordinasi dapat menyebabkan ketidaksinambungan pelaksanaan dan menghambat 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

2.2 Implementasi Menurut Para Ahli  

Dalam kajian administrasi publik dan manajemen pemerintahan, 

implementasi dipandang sebagai tahap penting yang menentukan keberhasilan 

suatu rencana atau keputusan. Para ahli memberikan penekanan yang beragam 

terhadap konsep implementasi, namun pada dasarnya sepakat bahwa implementasi 

berkaitan dengan proses pelaksanaan oleh aktor dan organisasi pelaksana. 

Menurut Nugroho (2018), implementasi merupakan proses untuk 

merealisasikan suatu keputusan atau rencana ke dalam tindakan nyata melalui 

aktivitas organisasi, penggunaan sumber daya, serta keterlibatan para pelaksana 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi tidak hanya 

berkaitan dengan tindakan teknis, tetapi juga mencakup aspek pemahaman, 

komitmen, dan kapasitas pelaksana. 
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Menurut Wahab (2016) memandang implementasi sebagai proses 

administrasi yang dilakukan setelah suatu keputusan ditetapkan, yang melibatkan 

berbagai aktor pelaksana dalam suatu struktur organisasi. Implementasi 

dipengaruhi oleh kemampuan aparatur, kejelasan pembagian tugas, serta koordinasi 

antar unit kerja dalam organisasi. 

Menurut Tachjan (2016) implementasi merupakan rangkaian kegiatan 

pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana dengan mengacu pada 

ketentuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh 

kejelasan tugas dan fungsi, efektivitas koordinasi, serta adanya pengawasan dan 

evaluasi yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Agustino (2017) menjelaskan bahwa implementasi adalah 

aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan keputusan atau rencana agar dapat 

mencapai sasaran yang diharapkan. Implementasi dipengaruhi oleh faktor internal 

organisasi seperti struktur, sumber daya manusia, dan komitmen pelaksana, serta 

faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan institusional. 

Selain itu Widodo (2018) menyatakan bahwa implementasi merupakan 

proses interaksi antara rencana yang telah ditetapkan dengan organisasi pelaksana 

dan lingkungan pelaksanaan. Implementasi tidak dapat dilepaskan dari aspek 

komunikasi, koordinasi, serta konsistensi pelaksanaan di berbagai tingkat 

organisasi Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, implementasi dapat dipahami 

sebagai proses pelaksanaan suatu rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata 

yang dilakukan oleh organisasi pelaksana melalui pemanfaatan sumber daya, 
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pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. 

Implementasi merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor organisasi, aktor pelaksana, serta lingkungan tempat pelaksanaan 

berlangsung. Dengan demikian, implementasi tidak hanya menekankan pada 

terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga pada bagaimana proses pelaksanaan 

tersebut dijalankan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara optimal. 

Berdasarkan pemaparan pengertian implementasi menurut para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan yang 

dilakukan untuk merealisasikan suatu rencana atau keputusan ke dalam tindakan 

nyata melalui peran organisasi dan aparatur pelaksana. Implementasi tidak hanya 

berkaitan dengan terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga mencakup 

pemahaman pelaksana terhadap tugas dan fungsinya, inisiatif dalam pelaksanaan, 

konsistensi keterlibatan, sikap dan komitmen, serta kerja sama dan koordinasi antar 

pihak yang terlibat. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang 

bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi 

maupun interaksi antar aktor pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat 

ditentukan oleh sejauh mana aparatur pelaksana mampu menjalankan peran dan 

tanggung jawabnya secara konsisten, terkoordinasi, dan bertanggung jawab sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2.3. Jenis-Jenis Implementasi Kebijakan 

Menurut Wahab, (2016), implementasi kebijakan merupakan proses 

pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat 
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diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam praktik administrasi publik, 

implementasi kebijakan tidak selalu berlangsung dengan pola yang sama, karena 

dipengaruhi oleh karakter kebijakan, pelaksana, sasaran, dan lingkungan kebijakan. 

Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis 

berdasarkan cara pelaksanaannya. 

1. Implementasi Kebijakan dari Atas ke Bawah (Top Down) 

Implementasi kebijakan top down merupakan bentuk pelaksanaan 

kebijakan yang inisiatifnya berasal dari tingkat pemerintah pusat atau pembuat 

kebijakan, kemudian dilaksanakan secara berjenjang sampai ke pelaksana di tingkat 

bawah. Dalam model ini, pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam 

menentukan tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan, sedangkan 

pelaksana di lapangan menjalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Wahab, (2016) implementasi top down menekankan pentingnya 

kejelasan instruksi, koordinasi birokrasi, serta kepatuhan aparatur terhadap aturan 

agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Model ini biasanya diterapkan pada kebijakan 

nasional yang membutuhkan standar pelaksanaan seragam di seluruh wilayah. 

Contohnya dalam program keluarga berencana, kebijakan nasional ditetapkan oleh 

pemerintah pusat melalui badan terkait, kemudian diteruskan ke pemerintah daerah, 

puskesmas, hingga petugas lapangan keluarga berencana. 

2. Implementasi Kebijakan dari Bawah ke Atas (Bottom Up) 

Implementasi kebijakan bottom up merupakan pelaksanaan kebijakan yang 

memberikan ruang besar kepada pelaksana di tingkat bawah untuk menyesuaikan 
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kebijakan dengan kondisi lapangan. Dalam model ini, pelaksana kebijakan 

memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi agar kebijakan lebih sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Wahab, (2016) pendekatan ini 

penting karena kondisi sosial masyarakat sering kali berbeda sehingga kebijakan 

perlu disesuaikan agar efektif. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, 

misalnya petugas lapangan dapat menyesuaikan metode penyuluhan berdasarkan 

kondisi budaya masyarakat di desa atau kelurahan tertentu. 

3. Implementasi Kebijakan Campuran (Mixed Approach) 

Jenis implementasi ini merupakan kombinasi antara pendekatan top down 

dan bottom up. Pemerintah tetap menetapkan arah kebijakan secara umum, tetapi 

pelaksana di daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan sesuai 

kondisi lokal. Menurut (Wahab, 2016) pendekatan campuran dianggap paling 

realistis karena mampu menjaga konsistensi tujuan kebijakan sekaligus memberi 

fleksibilitas pada pelaksana. Dalam kebijakan keluarga berencana, pemerintah 

menetapkan target nasional, tetapi pelaksanaan teknis dapat disesuaikan oleh 

petugas lapangan berdasarkan karakteristik masyarakat. 

2.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan  

Menurut Wahab, (2016), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana, 

dukungan sumber daya, mekanisme organisasi, serta kondisi lingkungan kebijakan. 

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tercapai atau tidaknya 

tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. 
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1. Pelaksana Kebijakan 

Pelaksana kebijakan merupakan unsur utama dalam proses implementasi 

karena kebijakan pada dasarnya dijalankan oleh aparatur yang bertanggung jawab 

langsung terhadap pelaksanaan program. Kemampuan pelaksana dalam memahami 

isi kebijakan, melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta membangun komunikasi 

dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi. Menurut Wahab 

(2016), pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan teknis dan pemahaman 

yang baik agar kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi dapat 

diwujudkan dalam tindakan nyata 

.2. Sumber Daya Kebijakan 

Sumber daya merupakan faktor penting karena pelaksanaan kebijakan 

membutuhkan dukungan tenaga manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan fasilitas 

operasional yang memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan akan sulit 

dijalankan secara efektif meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik. 

Menurut Wahab (2016), kecukupan sumber daya menjadi syarat penting agar 

implementasi kebijakan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. 

3. Struktur dan Mekanisme Organisasi 

Struktur organisasi yang jelas akan mempermudah pembagian tugas, 

kewenangan, serta koordinasi antarunit pelaksana. Mekanisme organisasi yang 

teratur memungkinkan proses pelaksanaan berjalan sistematis, termasuk dalam 

pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Wahab (2016) menjelaskan bahwa 
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struktur birokrasi yang tidak jelas dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan 

memperlambat pelaksanaan kebijakan. 

4. Lingkungan Kebijakan 

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan 

dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan sangat 

memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan 

pemerintah. Menurut Wahab (2016) keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan beradaptasi dengan lingkungan tempat 

kebijakan dilaksanakan. 

2.5. Unsur-Unsur Kebijakan Publik 

Menurut Nugroho (2018) kebijakan publik merupakan keputusan yang 

dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui serangkaian 

tindakan yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif maupun politis. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aturan 

tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan 

pembangunan, mengatur kehidupan sosial masyarakat, serta menjamin tercapainya 

tujuan negara secara efektif. Dalam proses pembentukannya, kebijakan publik 

memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi fondasi agar kebijakan dapat 

dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. 

Unsur-unsur kebijakan publik menunjukkan komponen mendasar yang 

harus ada dalam setiap kebijakan. Tanpa unsur-unsur tersebut, kebijakan akan sulit 

dijalankan karena tidak memiliki arah, pelaksana, sasaran, maupun perangkat 
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pendukung yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur kebijakan 

publik sangat penting dalam kajian implementasi kebijakan. 

1. Adanya Tujuan Kebijakan 

Unsur pertama dalam kebijakan publik adalah tujuan yang hendak dicapai. 

Setiap kebijakan dibuat untuk menghasilkan perubahan tertentu terhadap kondisi 

masyarakat atau menyelesaikan persoalan publik yang dianggap penting oleh 

pemerintah. Tujuan kebijakan menjadi arah utama seluruh proses kebijakan mulai 

dari perumusan sampai evaluasi. Menurut Nugroho, (2018) tujuan kebijakan harus 

dirumuskan secara jelas, terukur, dan realistis agar pelaksanaan kebijakan dapat 

dilakukan secara efektif. Tujuan yang jelas juga memudahkan aparatur pelaksana 

dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tanpa 

tujuan yang jelas, implementasi kebijakan cenderung mengalami perbedaan 

penafsiran antar pelaksana. Dalam konteks kebijakan keluarga berencana, tujuan 

kebijakan diarahkan pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan 

kesehatan reproduksi, serta terciptanya keluarga berkualitas yang sejahtera. 

2. Adanya Masalah Publik sebagai Dasar Kebijakan 

Kebijakan publik selalu lahir dari adanya persoalan masyarakat yang 

memerlukan campur tangan pemerintah. Masalah publik merupakan unsur pokok 

karena kebijakan dibuat untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Menurut 

Nugroho (2018) tidak semua persoalan masyarakat otomatis menjadi kebijakan 

publik. Suatu persoalan harus memenuhi kriteria sebagai masalah publik, yaitu 

berdampak luas, membutuhkan tindakan pemerintah, dan memiliki urgensi untuk 
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diselesaikan. Masalah publik yang tidak diidentifikasi secara tepat sering 

menyebabkan kebijakan kurang efektif karena solusi yang diberikan tidak sesuai 

dengan akar persoalan. 

3. Adanya Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan 

Unsur penting berikutnya adalah adanya pemerintah sebagai aktor utama 

pembentuk kebijakan. Pemerintah memiliki kewenangan formal untuk menetapkan 

keputusan yang mengikat masyarakat. Menurut Nugroho, (2018) kebijakan publik 

pada hakikatnya merupakan keputusan pemerintah yang dibuat melalui proses 

politik dan administratif untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, 

pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan sesuai bidang masing-

masing dalam menetapkan kebijakan. 

4. Adanya Pelaksana Kebijakan 

Setelah kebijakan ditetapkan, unsur berikutnya adalah pelaksana kebijakan, 

yaitu aparatur atau lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan di 

lapangan. Menurut Nugroho (2018) pelaksana kebijakan memegang peranan 

penting karena keberhasilan kebijakan bergantung pada kemampuan pelaksana 

menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan operasional. Dalam kebijakan 

keluarga berencana, pelaksana kebijakan meliputi dinas terkait, petugas lapangan 

KB, bidan desa, serta tenaga kesehatan. 

5. Adanya Sasaran Kebijakan 

Setiap kebijakan harus memiliki sasaran yang jelas agar implementasi 

berjalan terarah. Menurut Nugroho (2018) sasaran kebijakan adalah kelompok 
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masyarakat yang menjadi objek intervensi pemerintah. Sasaran kebijakan keluarga 

berencana umumnya adalah pasangan usia subur, keluarga muda, dan masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi. 

6. Adanya Sumber Daya Kebijakan 

Sumber daya merupakan unsur yang menentukan apakah kebijakan dapat 

dijalankan dengan baik. Menurut Nugroho (2018) sumber daya meliputi tenaga 

manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan teknologi.Tanpa sumber daya 

memadai, kebijakan sulit mencapai tujuan secara optimal. 

7. Adanya Mekanisme Pelaksanaan 

Kebijakan publik memerlukan prosedur kerja yang jelas agar pelaksanaan 

berjalan terkoordinasi. Menurut Nugroho, (2018) mekanisme pelaksanaan 

mencakup pembagian tugas, koordinasi, pengawasan, serta pelaporan. Dalam 

kebijakan keluarga berencana, mekanisme ini tampak pada sistem pelayanan, 

pencatatan New SIGA, dan pelaporan bulanan. 

8. Adanya Evaluasi Kebijakan 

Unsur terakhir adalah evaluasi kebijakan. Menurut Nugroho (2018) evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan menentukan langkah 

perbaikan. Evaluasi penting agar kebijakan tetap relevan terhadap perkembangan 

kebutuhan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti 

tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun pengukuran secara kuantitatif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses 

implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga 

Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. Menurut Creswell 

(2018) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan proses yang 

terjadi dalam suatu konteks sosial tertentu. Dalam kajian administrasi publik, 

pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang bersifat 

kompleks, kontekstual, dan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor (Hill, M., & Hupe, 

2021) 

3.2 Kerangka Konseptual  

 Creswell (2014) mengemukakan bahwa kerangka berpikir dalam penelitian 

berfungsi sebagai panduan konseptual untuk memahami fokus penelitian. Dalam 

penelitian yang tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel, kerangka berpikir 

lebih diarahkan pada penjelasan konseptual mengenai fokus penelitian dan faktor-
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faktor yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Berdasarkan judul peneliti, maka 

batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Kebijakan 

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 

22 Tahun 2023 Pasal 3 (Tugas 

Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga 

Berencana) 

Faktor Implementasi Kebijakan 

1. Pelaksana Kebijakan 

2. Sumber Daya Kebijakan 

3. Struktur dan Mekanisme 

Organisasi 

4. Lingkungan Kebijakan 
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Keluarga Berencana 

Pelaksanaan Program Keluarga 

Berencana di Kabupaten Batu 

Bara 
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3.3 Definisi Konsep 

a) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau ketentuan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang diwujudkan 

melalui tindakan administratif dan operasional oleh aparatur pelaksana dalam 

rangka mencapai tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan 

dipahami sebagai proses penerapan Pemerintah Kabupaten Batu Bara 2021 pasal 

3 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Batu Bara. 

b) Tugas pokok dan fungsi adalah rangkaian kewenangan, tanggung jawab, dan 

aktivitas utama yang melekat pada suatu unit organisasi pemerintahan sebagai 

dasar pelaksanaan peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam konteks 

penelitian ini, tugas pokok dan fungsi merujuk pada kewenangan dan tanggung 

jawab bidang keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. 

c) Bidang Keluarga Berencana adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Batu Bara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pembinaan, serta pemantauan program keluarga berencana sesuai 

dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Pelaksana kebijakan adalah individu atau kelompok aparatur yang memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan mencakup pejabat 

struktural, fungsional, serta petugas teknis di tingkat pelaksana yang terlibat 

langsung dalam penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan operasional. Dalam 
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konteks implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan ditentukan oleh tingkat 

pemahaman terhadap kebijakan, komitmen, sikap, serta kemampuan dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.  

e) Sumber daya kebijakan merupakan seluruh potensi yang dimiliki organisasi dan 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara 

efektif. Sumber daya kebijakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana 

dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi. Kecukupan dan kualitas sumber daya kebijakan sangat 

memengaruhi kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

f) Struktur dan mekanisme organisasi adalah susunan formal organisasi yang 

mengatur pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pola hubungan 

kerja antarunit dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi mencerminkan 

kejelasan peran dan fungsi setiap unit kerja, sedangkan mekanisme organisasi 

berkaitan dengan prosedur kerja, alur koordinasi, pengambilan keputusan, serta 

sistem pengawasan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur dan 

mekanisme organisasi yang jelas dan berjalan efektif akan mendukung 

keterpaduan dan konsistensi implementasi kebijakan.  

g) Lingkungan kebijakan adalah kondisi eksternal di luar organisasi pelaksana yang 

memengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan 

mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, serta dukungan masyarakat 

dan pemangku kepentingan terkait. Dalam implementasi kebijakan publik, 

lingkungan kebijakan berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat, 
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karena memengaruhi tingkat penerimaan, partisipasi, dan respons masyarakat 

terhadap kebijakan yang dilaksanakan. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi merupakan seperangkat pengelompokan yang disusun 

berdasarkan pemikiran institusional dan kriteria tertentu untuk memudahkan 

peneliti dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan. Kategorisasi ini digunakan 

sebagai pedoman dalam mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terkait implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi bidang 

keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. 

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana kebijakan 

2. Sumber daya kebijakan 

3. Struktur dan mekanisme organisasi 

4. Lingkungan kebijakan 

3.5 Narasumber Penelitian 

Narasumber penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan 

pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan. 

Patton (2015) menyatakan bahwa purposive sampling memungkinkan peneliti 

memperoleh data yang kaya dan relevan dengan fokus penelitian. 

Informan penelitian terdiri atas: 
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a) Kepala seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

b) Staf bidang keluarga berencana. 

c) Petugas pelaksana program keluarga berencana di puskesmas. 

d) Aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi 

secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan. (Kvale, S., & 

Brinkmann (2018)  menyatakan bahwa wawancara kualitatif bertujuan 

untuk memahami makna pengalaman dan pandangan informan. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam konteks organisasi dan 

pelayanan. Observasi memungkinkan peneliti memahami situasi sosial 

secara alami (Creswell, 2018). 

c) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, laporan kegiatan, dan arsip resmi lainnya. Menurut Bowen 

(2009), dokumentasi merupakan sumber data penting dalam penelitian 

kualitatif. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

a) Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif 

dengan model analisis interaktif. Miles, Huberman, & Saldana (2020) 

menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan 

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

e) Analisis data dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data 

hingga penelitian selesai, sehingga peneliti dapat memahami pola, makna, 

dan hubungan antarfenomena secara mendalam. 

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, 

khususnya Bidang Keluarga Berencana, serta unit pelaksana kebijakan di tingkat 

pelayanan dan pemerintahan desa, yaitu puskesmas dan pemerintah desa. Penelitian 

dilakukan sejak 10 Desember 2025 sampai 3 Maret 2026. Pemilihan lokasi 

penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan 

pelaksana utama kebijakan keluarga berencana di daerah. Penentuan lokasi 

penelitian sejalan dengan pendapat Moleong (2021) yang menyatakan bahwa lokasi 

penelitian kualitatif dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun berjalan dengan waktu 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan pendalaman analisis. 
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Gambar 3. 2 

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara 

 

3.9 Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Batu Bara 

Tata kerja dinas dilaksanakan melalui komunikasi vertikal dan horizontal 

serta koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dengan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Setiap pejabat menerapkan pengawasan melekat sesuai 

ketentuan. Pelaksanaan tugas didukung oleh tim kerja yang terdiri dari ketua dan 

anggota, yang bertugas membantu pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi. Setiap anggota bertanggung jawab kepada ketua tim, dan 

ketua tim bertanggung jawab kepada pimpinan unit sesuai peraturan yang berlaku. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Batu Bara 

 Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara 

yang dibentuk sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, termasuk urusan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan 

tersebut, pemerintah daerah membentuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagai perangkat daerah yang 

bertugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 

pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Instansi ini berkedudukan di Jalan 

Perintis Kemerdekaan No. 49, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dan dipimpin 

oleh kepala dinas.  Secara kelembagaan, dinas ini memiliki struktur organisasi yang 

terdiri atas sekretariat, beberapa bidang teknis, unit pelaksana teknis, serta 

kelompok jabatan fungsional. Dalam susunan organisasi tersebut, urusan keluarga 

berencana menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pengendalian 

penduduk, pelayanan kontrasepsi, pembinaan keluarga sejahtera, dan pelaksanaan 

program kependudukan di daerah. 

4.2 Deskripsi Narasumber 

Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan 

pertimbangan bahwa narasumber memahami secara langsung pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan organisasi. 
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Narasumber terdiri dari pejabat struktural maupun pelaksana teknis yang terlibat 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program keluarga 

berencana. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang 

terdiri kepala seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu 

Ibu Mahanim, staf bidang KB yaitu Ibu Sri Wahyuni S.pd, tugas pelaksana program 

KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P, serta aparatur pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu 

Fauziah. Setiap narasumber memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

kebijakan berdasarkan pengalaman kerja, kondisi lapangan, serta mekanisme 

koordinasi yang berlangsung di dalam organisasi. Keterangan dari narasumber 

tersebut digunakan sebagai sumber data utama untuk mengetahui bagaimana 

implementasi kebijakan dilaksanakan, termasuk hambatan dan upaya yang 

dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana. 

4.3 Deskripsi Wawancara  

 Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan 

narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi 

kebijakan berdasarkan pengalaman dan pemahaman narasumber terhadap 

pelaksanaan program di lapangan.  

4.4 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber 

penelitian, hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang tugas pokok 
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dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara 

selanjutnya diuraikan berdasarkan indikator penelitian yang telah ditetapkan. 

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelaksana 

kebijakan, sumber daya kebijakan, struktur dan mekanisme organisasi, serta 

lingkungan kebijakan. 

4.4.1 Pelaksana Kebijakan 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 

2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. Beliau menjelaskan bahwasannya “Pemahaman 

saya tentang tugas dan fungsi sebagai Ketua Tim KBKS, sejauh ini saya sebagai 

Ketua Tim melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan tersebut." 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 

menurut staf bidang KB yaitu Ibu Sri Wahyuni S.pd, beliau menginformasikan 

bahwa "Mencari akseptor adalah tugas dari pada kader kami di bawah. Ada 

PPKBD, ada Sub-PPKBD, maka kami yang mengarahkan. Sebelum hari pelayanan 

tiba, kami mengarahkan PPKBD semua yang bersangkut paut di kecamatan yang 

bisa mencari akseptor. Jadi seperti Puskesmas tadi, ketika ada informasi pelayanan, 

maka kami akan menyiapkan kader di lapangan agar pelayanan tersebut dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan." 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan 

pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P, beliau menginformasikan bahwa 

"Biasanya kendala yang sering kami hadapi itu, masyarakat masih memiliki 
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pandangan tradisional seperti banyak anak banyak rezeki, kemudian masih ada 

ketidakpercayaan terhadap KB. Kalau dari faktor agama, ada juga yang 

menganggap bahwa KB itu haram. Selain itu, dukungan sosial juga masih kurang, 

seperti rendahnya partisipasi tokoh masyarakat atau tokoh agama di beberapa 

wilayah."  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 

Maret 2026 dengan aparatur pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah, beliau 

menginformasikan "Sebagai kepala lingkungan, saya melihat peran ibu-ibu itu 

sangat penting dalam keberhasilan program Keluarga Berencana. Ibu bukan hanya 

sebagai peserta KB, tapi juga sebagai penggerak di keluarga. Mereka bertanggung 

jawab dalam merencanakan jumlah anak, menjaga kesehatan reproduksi, serta ikut 

aktif dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh petugas KB. Selain itu, ibu 

juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada suami-suami dan anggota 

keluarga lain mengenai pentingnya KB demi kesejahteraan keluarga." 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

narasumber dapat diketahui bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Bidang 

Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah berjalan 

sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pelaksana. Pada 

tingkat organisasi, aparatur memahami tugas sesuai ketentuan yang berlaku, 

sedangkan pada tingkat lapangan pelaksanaan program didukung oleh kader seperti 

PPKBD dan Sub-PPKBD dalam menjaring akseptor serta mendukung kelancaran 

pelayanan keluarga berencana. 
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Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan 

sosial, seperti adanya pandangan tradisional masyarakat, persepsi keagamaan 

terhadap program keluarga berencana, dan belum meratanya dukungan tokoh 

masyarakat di beberapa wilayah. Selain itu, keterlibatan aparatur pemerintah desa 

juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan program melalui komunikasi 

dan penggerakan masyarakat. 

Peneliti menilai bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana telah 

berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pendekatan sosial 

dan peningkatan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara 

lebih optimal. 

4.4.2 Sumber Daya 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 

2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Sejauh ini 

persediaan fasilitas sarana dan prasarana tercukupi."  

Hasil wawancara pada tangga l9 Maret 2026 dengan Ibu Sri Wahyuni S.pd 

yang menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau mengatakan "Alhamdulillah kalau 

sarana dan prasarana cukup, karena dari Puskesmas menyediakan tempat. Lalu 

sebelum pelayanan, bagian gudang, jadi semua alat kontrasepsi kita pesan dulu di 

gudang. Berapa kita butuhkan sesuai target, maka sebelum pelayanan semua alat 

kontrasepsi sudah tersedia."  
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Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan tugas pelaksana 

program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P. Beliau mengatakan "Kalau di keterbatasan 

sumber daya itu misalnya kurangnya fasilitas pendukung seperti alat peraga 

penyuluh, itu namanya KIE Kit, atau kendaraan operasional yang rusak hingga 

fasilitas kantor yang kurang memadai, seperti keterbatasan biaya operasional." 

Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2026 dengan aparatur pemerintah 

desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah. Beliau mengatakan "Untuk mengatasi 

keterbatasan sarana dan prasarana, kami biasanya melakukan koordinasi dengan 

pihak Puskesmas dan dinas terkait agar kebutuhan alat kontrasepsi dan fasilitas 

pelayanan tetap terpenuhi. Selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas yang ada 

secara maksimal, seperti Posyandu atau balai desa sebagai tempat pelayanan dan 

penyuluhan. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung 

kegiatan, misalnya dengan menyediakan tempat atau membantu penyebaran 

informasi."  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

narasumber dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu 

Bara secara umum telah mendukung pelaksanaan pelayanan. Ketersediaan alat 

kontrasepsi dan tempat pelayanan dinilai cukup karena adanya koordinasi dengan 

Puskesmas serta pengelolaan kebutuhan pelayanan yang dilakukan sebelum 

kegiatan berlangsung. 
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Namun pada pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa 

keterbatasan, terutama pada fasilitas pendukung seperti alat peraga penyuluhan, 

kendaraan operasional, dan biaya operasional yang belum sepenuhnya memadai. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pelaksana program melakukan penyesuaian 

melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia, seperti posyandu dan balai desa, serta 

memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pelayanan tetap berjalan. 

Peneliti menilai bahwa sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup 

mendukung implementasi program keluarga berencana, meskipun masih 

diperlukan peningkatan pada fasilitas pendukung agar pelaksanaan program dapat 

berlangsung lebih efektif. 

4.4.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 

2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Koordinasi antara 

pemerintah Bidang KB dengan Puskesmas dan pemerintah desa berjalan dengan 

baik. Di situ mereka memang saling kolaborasi antara Puskesmas dan desa juga 

sama OPD."  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan 

Ibu Sri Wahyuni S.pd menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau mengatakan bahwa 

"Iya, setiap satu bulan kita ada Radalgram dari provinsi untuk memeriksa 

bagaimana kinerja kita di lapangan, apakah laporan sudah diselesaikan pada 

waktunya, berapa pelayanan kita dapatkan, berapa MKJP-nya yang memakai KB." 
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Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026  

dengan tugas pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P. Beliau menjelaskan 

"Biasanya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB kami mempunyai aplikasi 

seperti aplikasi New Siga. Itu pencatatan di tingkat pelayanan namanya faskes, yang 

setiap pelayanan suntik, pil, IUD, implan itu semua setiap bulannya dimasukkan di 

pelayanan. Itulah aplikasi New Siga 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Maret 2026  

dengan wawancara dengan aparatur pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah 

menjelaskan bahwa "Soal pembagian tugas sudah cukup jelas. Dari tingkat 

kabupaten, dinas terkait bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan 

penyediaan fasilitas. Di tingkat kecamatan dan desa, petugas lapangan KB bertugas 

melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, kami 

sebagai kepala lingkungan membantu dalam pendataan, menggerakkan 

masyarakat, serta menjembatani komunikasi antara warga dan petugas KB. Jadi 

setiap unit memiliki peran masing-masing, tetapi tetap saling berkoordinasi." 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

narasumber dapat diketahui bahwa struktur dan mekanisme organisasi dalam 

pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu 

Bara telah berjalan melalui pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang 

terstruktur antarinstansi. Kerja sama antara bidang keluarga berencana, Puskesmas, 

pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah mendukung kelancaran 

pelaksanaan program di lapangan. Mekanisme evaluasi dan pelaporan dilakukan 

secara berkala melalui kegiatan monitoring bulanan serta penggunaan aplikasi New 
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SIGA sebagai sarana pencatatan pelayanan keluarga berencana. Secara umum, 

peneliti menilai bahwa struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diterapkan 

telah mendukung pelaksanaan program, karena setiap unit menjalankan fungsi 

masing-masing secara terkoordinasi. 

4.4.4 Lingkungan Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 

2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Respons masyarakat 

tentang kebijakan keluarga berencana di lapangan selama ini baik untuk 

masyarakat." 

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Sri Wahyuni S.pd 

yang menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau menyampaikan bahwa "Enggak ada, 

kita sudah kerja sama-sama, ya ini kan namanya lingkungan ya, koordinasi sama 

Pak Camat, sama PKK, sama tokoh agama, tokoh adat. Kita juga enggak mau kerja 

kalau menyalahi aturan, dari semuanya semua mendukung." 

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Delvi Arina S.P 

menjabat tugas pelaksana program KB. Beliau mengatakan bahwa "Kalau 

keberhasilannya misalnya sulitnya akses ke pelayanan kesehatan seperti di daerah 

terpencil pedesaan atau jarak menuju puskesmas atau bidan desa yang jauh 

ditambah akses yang sulit untuk mengurangi pelayanan."  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan aparatur 

pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah. Beliau mengatakan bahwa "Kalau 
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soal dukungan dari pemerintah desa itu sangat membantu, baik dalam membentuk 

kebijakan, anggaran, maupun fasilitas. Kepala desa atau kelurahan itu biasanya 

mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB. Selain itu, peran kader 

Posyandu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga itu sangat membantu, sangat 

penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menerima 

program KB dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak ini, 

program KB pasti bisa berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat."  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

narasumber dapat diketahui bahwa lingkungan kebijakan dalam pelaksanaan 

program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara secara 

umum memberikan dukungan yang positif. Respons masyarakat terhadap program 

keluarga berencana dinilai baik, didukung oleh koordinasi dengan pemerintah 

kecamatan, PKK, tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah desa yang berperan 

aktif dalam mendukung penyuluhan dan pelayanan. Namun masih terdapat 

hambatan lingkungan berupa keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa 

wilayah yang jaraknya jauh dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan desa. Peneliti 

menilai bahwa dukungan sosial dan kelembagaan telah membantu pelaksanaan 

program, meskipun akses geografis masih menjadi tantangan dalam pemerataan 

pelayanan keluarga berencana. 

4.5 PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan 

pembahasan untuk menafsirkan temuan penelitian secara lebih mendalam agar 
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dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan 

ketentuan teoritis yang menjadi dasar penelitian. 

4.5.1 Pelaksana Kebijakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan dalam 

implementasi tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah menjalankan peran sesuai dengan pembagian 

tugas formal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 

2023. Hal ini terlihat dari pemahaman aparatur terhadap tugas jabatan, mulai dari 

tingkat kepala seksi, staf teknis, pelaksana lapangan, hingga unsur pemerintah desa 

yang terlibat dalam mendukung pelayanan keluarga berencana. 

Menurut Nugroho, (2018) implementasi kebijakan pada dasarnya 

bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan isi kebijakan 

ke dalam tindakan nyata di lapangan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut 

memahami aturan, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan 

kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, aparatur Bidang KB tidak 

hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan mobilisasi kader 

lapangan seperti PPKBD dan Sub-PPKBD untuk menjaring akseptor sebelum 

pelayanan dilaksanakan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Widodo 

(2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh kapasitas pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan serta 

kemampuan menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran. Pelaksanaan program 

keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara menunjukkan adanya pola kerja yang 
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melibatkan kader lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam 

membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. 

Demikian juga penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan 

kebijakan masih menghadapi hambatan sosial berupa pandangan tradisional 

masyarakat seperti anggapan banyak anak banyak rezeki, persepsi keagamaan yang 

menganggap program KB bertentangan dengan nilai agama, serta rendahnya 

keterlibatan tokoh masyarakat di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan 

kultural yang berkembang di lingkungan sasaran kebijakan. 

Menurut Agustino (2017) implementasi kebijakan sering kali tidak hanya 

dipengaruhi oleh kualitas birokrasi, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat 

terhadap substansi kebijakan. Jika masyarakat belum sepenuhnya menerima nilai 

kebijakan, maka pelaksanaan di lapangan akan menghadapi resistensi yang 

berpengaruh terhadap capaian program. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Wahab, 

2016) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses interaksi 

antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial yang sering kali menghadirkan 

hambatan non administratif. Dalam penelitian ini, hambatan non administratif 

tersebut tampak pada perlunya pendekatan persuasif melalui tokoh lokal agar 

masyarakat lebih menerima program keluarga berencana. 

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana di 

Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan kapasitas pelaksana yang cukup baik, 

tetapi masih membutuhkan penguatan kompetensi sosial, terutama dalam strategi 
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komunikasi publik, pendekatan budaya, dan pelibatan tokoh masyarakat secara 

lebih intensif. 

4.5.2 Sumber Daya 

Sumber daya merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas 

implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sarana utama 

seperti alat kontrasepsi dan tempat pelayanan pada pelaksanaan program keluarga 

berencana secara umum telah mencukupi kebutuhan pelayanan. 

Menurut Nugroho (2020) sumber daya kebijakan mencakup sumber daya 

manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan teknis yang memungkinkan 

kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, 

ketersediaan alat kontrasepsi yang dipersiapkan sebelum pelayanan menunjukkan 

adanya perencanaan teknis yang cukup baik. Koordinasi antara Bidang KB dengan 

Puskesmas dalam penyediaan fasilitas pelayanan memperlihatkan bahwa sumber 

daya organisasi telah dikelola melalui mekanisme kerja yang terstruktur. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Widodo (2018) bahwa kecukupan sumber daya menjadi 

syarat utama agar kebijakan tidak berhenti pada tataran formal. 

Hasil penelitian juga menemukan keterbatasan fasilitas pendukung berupa 

kurangnya alat peraga penyuluhan, kendaraan operasional, serta keterbatasan biaya 

operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia masih 

dominan memenuhi kebutuhan pelayanan inti, tetapi belum optimal dalam 

mendukung kegiatan penyuluhan dan mobilisasi lapangan. Menurut Agustino 

(2017) keterbatasan sumber daya pendukung sering menjadi faktor penghambat 



42 
 

 
 

dalam implementasi kebijakan karena dapat menurunkan jangkauan pelayanan 

terhadap kelompok sasaran. 

Pemanfaatan fasilitas desa seperti posyandu dan balai desa menunjukkan 

adanya adaptasi implementatif yang dilakukan pelaksana. Dalam perspektif 

Solichin Abdul Wahab, kemampuan pelaksana melakukan penyesuaian terhadap 

keterbatasan sumber daya merupakan bentuk respons implementasi yang penting 

agar kebijakan tetap berjalan. Secara keseluruhan, sumber daya program KB di 

Kabupaten Batu Bara cukup mendukung pelaksanaan, tetapi peningkatan fasilitas 

penyuluhan dan dukungan operasional tetap diperlukan agar implementasi 

kebijakan lebih efektif. 

4.5.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan 

program keluarga berencana telah berjalan melalui pembagian tugas yang jelas 

antarunit pelaksana. Menurut Widodo (2018) struktur organisasi yang jelas akan 

mempermudah koordinasi, pengawasan, dan distribusi tanggung jawab dalam 

implementasi kebijakan. Koordinasi antara Bidang KB, Puskesmas, pemerintah 

desa, dan OPD menunjukkan adanya hubungan kerja lintas lembaga yang 

mendukung pelaksanaan pelayanan di lapangan. Mekanisme evaluasi bulanan 

melalui Radalgram memperlihatkan adanya kontrol administratif yang konsisten. 

Penggunaan aplikasi New SIGA dalam pencatatan pelayanan memperkuat 

mekanisme administrasi modern dalam pelaksanaan program. Menurut Nugroho 

(2020) sistem pelaporan berbasis data merupakan instrumen penting dalam menjaga 
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akuntabilitas implementasi kebijakan. Pandangan Agustino (2017) menjelaskan 

bahwa struktur birokrasi yang efektif harus mampu menghubungkan proses 

administratif dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Temuan ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan program KB tidak hanya bergantung pada struktur formal, 

tetapi juga pada mekanisme kerja rutin dan penggunaan teknologi administrasi. 

Peneliti berpendapat bahwa struktur organisasi program KB di Kabupaten 

Batu Bara telah mendukung implementasi kebijakan melalui koordinasi, 

monitoring, dan sistem pelaporan yang teratur. 

4.5.4 Pembahasan Lingkungan Kebijakan 

Lingkungan kebijakan dalam implementasi program keluarga berencana 

menunjukkan dukungan sosial yang relatif baik dari masyarakat dan unsur 

kelembagaan lokal. Respons positif masyarakat terhadap program KB 

menunjukkan adanya penerimaan terhadap tujuan kebijakan. Menurut Wahab 

(2016) lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi karena kebijakan publik beroperasi di tengah 

kepentingan sosial yang beragam. Koordinasi dengan PKK, camat, tokoh agama, 

tokoh adat, dan pemerintah desa memperlihatkan adanya dukungan lingkungan 

kelembagaan. Menurut Agustino (2017) dukungan lingkungan politik dan sosial 

akan memperbesar peluang kebijakan diterima oleh masyarakat sasaran. 

Namun hambatan geografis masih ditemukan, terutama akses pelayanan ke 

wilayah terpencil yang jauh dari Puskesmas. Pandangan Nugroho (2018) 

menekankan bahwa lingkungan implementasi tidak hanya mencakup faktor sosial, 
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tetapi juga kondisi geografis yang memengaruhi akses pelayanan publik. Peran 

kader posyandu dan tokoh lokal menjadi strategi penting dalam memperluas 

jangkauan program. Secara keseluruhan peneliti berpendapat bahwa lingkungan 

kebijakan di Kabupaten Batu Bara cukup kondusif, tetapi pemerataan akses 

pelayanan masih memerlukan strategi lapangan yang lebih adaptif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi kebijakan tentang tugas 

pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Batu Bara maka peneliti dapat menguraikan bahwa Implementasi kebijakan 

tersebut pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 13. Dari aspek pelaksana 

kebijakan, aparatur telah memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan 

pembagian peran masing-masing, baik pada tingkat pimpinan, staf, maupun petugas 

lapangan. Keterlibatan kader seperti PPKBD dan Sub-PPKBD menunjukkan 

adanya dukungan pelaksana di tingkat operasional dalam menjangkau sasaran 

program. 

Dari aspek sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat 

kontrasepsi secara umum telah mendukung pelaksanaan program, meskipun dalam 

kondisi tertentu masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendukung dan operasional. 

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah cukup memadai, 

namun masih memerlukan peningkatan untuk menunjang efektivitas pelayanan 

secara optimal. Dari aspek struktur dan mekanisme organisasi, koordinasi antara 

Bidang Keluarga Berencana, Puskesmas, dan pemerintah desa telah berjalan 
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dengan baik melalui sistem kerja yang terstruktur, termasuk pelaporan berbasis 

aplikasi dan evaluasi berkala. Pembagian tugas dan kewenangan antarunit juga 

telah jelas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program. 

Dilihat dari aspek lingkungan kebijakan, masih terdapat hambatan yang 

memengaruhi implementasi kebijakan, terutama terkait dengan faktor sosial 

masyarakat, seperti pandangan tradisional mengenai jumlah anak, persepsi 

keagamaan terhadap program keluarga berencana, serta belum meratanya dukungan 

tokoh masyarakat di beberapa wilayah. Meskipun demikian, dukungan dari 

pemerintah desa, kader, dan sebagian tokoh masyarakat telah memberikan 

kontribusi positif terhadap pelaksanaan program. 

Dengan demikian peneliti bahwa implementasi kebijakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Keluarga Berencana telah berjalan cukup baik, namun efektivitasnya 

masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial masyarakat serta keterbatasan 

tertentu pada sumber daya, sehingga diperlukan upaya penguatan dalam aspek 

pendekatan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang 

tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Batu Bara, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

program keluarga berencana pada Bidang Keluarga Berencana (KB) secara umum 

telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, namun 

efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Pelaksana kebijakan telah memahami 

perannya, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pendekatan komunikasi 

kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan persepsi terhadap 

program. Sumber daya kebijakan pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan 

program, meskipun masih terdapat keterbatasan pada fasilitas pendukung seperti 

alat penyuluhan, sarana operasional, dan pembiayaan. Struktur dan mekanisme 

organisasi telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas dan 

koordinasi yang terintegrasi antarunit pelaksana. Kemudian lingkungan kebijakan 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program, di mana 

dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan cukup baik, namun masih 

terdapat kendala pada aspek geografis dan akses pelayanan. Dengan demikian, 

keberhasilan implementasi kebijakan keluarga berencana sangat dipengaruhi oleh 
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sinergi antara pelaksana, sumber daya, struktur organisasi, dan lingkungan 

kebijakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur 

dalam komunikasi persuasif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman 

terhadap program keluarga berencana. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat 

dukungan sumber daya, baik berupa fasilitas, sarana operasional, maupun anggaran, 

agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, koordinasi 

antarunit pelaksana perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, serta 

keterlibatan aktif pemerintah desa harus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan 

program. Pendekatan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama juga perlu 

diintensifkan karena memiliki peran penting dalam membentuk penerimaan 

masyarakat. Di samping itu, pelayanan pada wilayah dengan akses terbatas perlu 

dioptimalkan melalui strategi yang lebih fleksibel, seperti pelayanan bergerak, agar 

jangkauan pelayanan dapat merata. 
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